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ABSTRAK

Pada umumnya masyarakat muslim suku Bugis melangsungkan perkawinan secara
adat dengan tetap melaksanakan rukun dan syarat sah perkawinan secara agama. Selain
diwajibkan memberikan mahar, pihak laki-laki juga diwajibkan untuk memberikan doi
mendre’. Mahar menurut istilah ilmu figih adalah suatu pemberian yang diberikan oleh calon
suami kepada calon isteri, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan
dengan hukum Islam. Sementara doi mendre’ menurut adat, sebagai padanan pemberian
pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik berbentuk barang atau uang yang bertujuan
untuk meringankan beban pihak perempuan dalam memenuhi kebutuhan resepsi keluarga
pihak perempuan. Jika dilihat secara spesifik paparan di atas terdapat praktik adat yang
melenceng dari syari’at Islam, sekurang-kurangnya terkesan ada ketentuan dan kewajiban
lain yang menyulitkan masyarakat untuk menunaikan ajaran agama. Dalam konteks ini,
penyusun tertarik untuk meneliti praktik doi mendre’ pada perkawinan adat masyarakat suku
Bugis serta tinjauan hukum Islam dalam menyikapi mahar dan doi mendre’ dari aspek teoritis
dan praktiknya pada masyarakat suku Bugis di Desa Sialang Panjang. Adapun rumusan
masalah yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan doi
mendre’ dalam hukum perkawinan Islam dan hukum adat dan pengaruhnya terhadap
masyarakat suku Bugis di Desa Sialang Panjang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian
dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah berupa studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dengan tokoh
adat dan masyarakat suku Bugis di Desa Sialang Panjang dan studi kepustakaan yang
dilakukan dengan mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan
tema penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu penelitian yang ditujukan
untuk mendeskripsikan mengenai perbandingan hukum Islam dan hukum adat terhadap doi
mendre’ dalam perkawinan suku Bugis. Selanjutnya data yang ada diuraikan dan dianalisis
dengan secermat mungkin yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Pendekatan
penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif.

Setelah melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, pemberian doi
mendre’ yang merupakan kepantasan adat hukumnya adalah wajib sedangkan menurut
hukum islam adalah mubah karena merupakan suatu kebiasaan yang tidak bertentangan
dengan ajaran Islam. Hal tersebut juga tidak terlepas dari adanya dampak positif yang
ditimbulkan seperti menjadi faktor kelanggengan perkawinan, bahan pertimbangan jika suatu
waktu ingin melakukan perceraian, dan mengangkat derajat sosial perempuan. Namun juga
tidak terlepas dari dampak negatif seperti penundaan akad perkawinan, pemicu terjadinya
nikah siri, kawin lari dan hamil di luar nikah yang semua itu adalah dampak dengan adanya
adat doi mendre’.

Kata kunci: Perkawinan Suku Bugis, Doi Mendre’, Hukum Adat, Hukum Islam.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Indonesia Nomor: 158/1987 dan

Xi

HurufArab | Nama Huruf Latin Keterangan
J Alif Tidak dilambangkan
- Ba’ B be
< Ta’ 1, Te
& sa’ $ s (dengan titik di atas)
z Jim J Je
a Ha’ h ha (dengan titik dibawah)
c Kha’ Kh k dan h
> Dal D De
5 7al 7z z (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er
) Za’ Z Zet
o Sin S Es
B2 Syin Sy es dan ye
P Sad $ es (dengan titik di bawah)
P Dad d de (dengan titik di bawah)




b Ta t te (dengan titik di bawah)
L 78’ z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ‘ Koma terbalik ke atas
'C Gain G Ge

< Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

3 Kaf K Ka

J Lam % ‘el

¢ Mim M ‘em

o Niin N ‘en

9 Wawu W W

2 Ha’ H Ha

s Hamzah i Apostrof

&S Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

o -
w AN

dAdiA Ditulis Muta’addidah

sie Ditulis “iddah
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C. Ta’ Marbiitah di akhir kata
1. Bila Ta’ Marbitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.
dasa Ditulis hikmah
a—)ﬁ Ditulis Jizyah

2. Bila Ta’ Marbitah diikuti dengan kata sandang “a/’ serta bacaan kedua

itu terpisah, maka ditulis dengan h

i"l-:.‘biz‘ da) 8 Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila Ta’ Marbitah hidup dengan hdrakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis t

bl 318 Ditulis Zakat al-fitr

D. Vokal Pendek

: fathah A
8 Ditulis A
Kasrah o
= Ditulis I
g dammah o
- Ditulis U
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E. Vokal Panjang

. Fathah+alif Ditulis A
AN Ditulis Jahiliyyah
, Fathah+ya’ mati Ditulis A
P Ditulis Tansa
, Kasrah+ya’ Mati Ditulis I
a8 Ditulis Karim
s Dammah+wawu mati Ditulis U
Caih Ditulis Surid

F. Vokal Rangkap

. Fathah+ya’ mati Ditulis Ai
Ay Ditulis bainakum

5 Fathah+wawu mati Ditulis Au
O3 Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda

apostrof ()

1 i Ditulis a’antum

2 A& Gl Ditulis La’in syakartum
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H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandang4/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

&l Ditulis al-Qur’an
bl Ditulis al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif+Lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf I (el)-nya.

sladl Ditulis as-Sama
WA Ditulis as-Syams

I.  Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

:)'433;3‘ ;5;3 Ditulis Zawi al-Furiud
8L Ditulis ahl as-Sunnah
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K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, yang
semua pada dasarnya adalah pribumi. Artinya, semua suku-suku bangsa yang
meskipun dahulu kala bermigrasi dari tempat lain secara turun temurun telah
tinggal di wilayah geografis Indonesia sekarang ini dan merasa bahwa itu adalah
tanah airnya.’

Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia Indonesia hingga dewasa ini secara
keseluruhan dapat digambarkan sebagai tumpukan pengalaman budaya dan
pembangunan budaya yang terdiri dari lapisan-lapisan budaya yang terbentuk
sepanjang sejarahnya.> Adapun salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia ialah
adat perkawinan, dimana setiap daerah memiliki adat atau cara tersendiri dalam
melaksanakan budaya tersebut yang telah ada dan terjaga turun temurun dari
leluhur mereka.

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang

perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

! Edi Sedyawati, Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2010), him. 315.

2 |bid., him. 317.



ketuhanan Yang Maha Esa.

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang selaras dengan
perintah Allah SWT dalam wahyu-NYA vyaitu Al-Qur’an dan sejalan pula dengan
tuntunan Rasulullah SAW dalam As-Sunnah. Setiap muslim diwajibkan untuk
menempuh pola kehidupan yang integral Islamis, sinkron dengan ketentuan Al-
Qur’an dan Sunah tersebut. Untuk itu, semua muslim wajib mempertimbangkan
dengan akal sehat setiap langkah dan perilakunya, sehingga mampu memisahkan
antara perilaku yang dibenarkan (halal) dengan perbuatan yang tidak dibenarkan
(haram).” Demikian pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan laki-
laki dan perempuan, dalam hal ini adalah perkawinan.

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai
nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT, dan mengikuti
sunah Nabi disamping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk
memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan
ketenteraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup
bermasyarakat.

Pada umumnya praktik upacara perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh
bentuk budaya dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan

susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh suatu masyarakat

! UU. N0.1/1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

2 Abdur Rahman |, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992),
him. v.

¥ HSA. Al-Hamdani, Risalah Nikah (Jakarta: Anai, 1985), him. 23.



tertentu.* Sementara itu Islam secara lengkap telah mengatur dengan jelas tatanan
kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat khususnya dalam
perkawinan. Perkawinan dalam Islam adalah salah satu bentuk akad atau transaksi
yang akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban kepada pihak terkait
yaitu calon suami dan calon isteri. Salah satu kewajiban calon suami terhadap
calon isteri yang merupakan hak calon isteri adalah pemberian mahar yang
nominalnya tidak diatur dalam Islam, hal ini sangat bergantung pada stratifikasi
sosial masyarakat tersebut, oleh karena itu diserahkan kepada pihak yang terkait
atas dasar kerelaan hati.

Mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai lelaki
kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Islam
telah mengangkat derajat kaum perempuan karena mahar itu diberikan sebagai
suatu tanda penghormata kepadanya. Bahkan andaikata perkawinan itu berakhir
dengan perceraian (Thalag) mahar itu tetap merupakan hak milik si isteri dan
suami tidak berhak mengambilnya kembali kecuali dalam kasus “Khulu” di mana
perceraian itu terjadi karena permintaan isteri, maka dia harus mengembalikan
semua bagian mahar yang telah dibayarkan kepadanya. Dengan kata lain, mahar
merupakan sejumlah uang atau harta lainnya yang dijanjikan suami untuk dibayar
atau diberikannya kepada isterinya karena perkawinan itu.”> Hal tersebut di atas
yang berkaitan dengan mahar pada umumnya juga telah di atur dalam beberapa

adat yang ada di Indonesia, salah satunya ialah dalam adat masyarakat Bugis.

* Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum
Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2003), him. 97.

® Abdur Rahman |, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992),
him. 63-64.



Dalam perkembangannya, masyarakat Bugis saat ini telah menyebar di
berbagai wilayah di Indonesia dan membentuk komunitas tersendiri dengan tetap
mempertahankan adat dan budaya yang mereka miliki termasuk memelihara adat
perkawinan.

Dalam perkawinan masyarakat Bugis terdapat dua unsur yang tidak dapat
dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu pemberian mahar dan doi mendre’
yang mengikat ketentuan adat (uang hantaran). Doi mendre’ (uang hantaran)
dalam perkawinan adat Bugis adalah penyerahan harta yang terdiri dari uang atau
harta benda yang berupa Passiok (cincin pengikat)®, Duwik Balanca (uang pesta)’,
Sompa (maskawin)® yang besarnya diukur sesuai dengan stratifikasi sosial dalam

masyarakat.

Melihat permasalahan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian
dan menyusunnya kedalam skripsi dengan judul: “Doi mendre’ dalam Perkawinan
Suku Bugis di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum

Islam)”.

® Passiok adalah seperangkat cincin pengikat yang diantar oleh keluarga calon mempelai
laki-laki kepada calon mempelai perempuan disertai dengan kosmetik serta kain perlengkapan
untuk calon mempelai perempuan, Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan
Adat di Kota Ujung Pandang (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998), him. 43.

’ Duwik Balanca adalah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki pada acara mepettu
ada (terjadinya kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan) untuk dipakai dalam
acara pesta yang akan dilangsungkan, Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan (Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), him. 65.

8 Sompa adalah pemberian berupa uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki
untuk sahnya pernikahan yang disebutkan dalam akad, Ibid.,



B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa

rumusan masalah yang akan menjadi obyek kajian dalam penelitian ini yaitu:

1.

Bagaimana kedudukan hukum Doi mendre’ dalam hukum perkawinan
Islam dan hukum perkawinan adat di Desa Sialang Panjang,
Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi
Riau?

Bagaimana dampak Doi mendre’ terhadap masyarakat suku Bugis di
Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten

Indragiri Hilir, Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah di atas penelitian ini diharapkan dapat mencapai

beberapa tujuan, yaitu:

1.

Untuk menjelaskan bagaimana kedudukan hukum Doi mendre’ dalam
hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan adat di Desa Sialang
Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau.

Untuk menjelaskan dampak Doi mendre’ terhadap masyarakat suku
Bugis di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu,

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah

ilmu pengetahuan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.



a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
informasi terhadap kajian akademis sekaligus sebagai masukan bagi
peneliti selanjutnya dengan tema yang berkaitan, sehingga dapat
dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti berikutnya.

b. Secara praktis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan sebuah
wacana keilmuan tentang doi mendre’ dan mahar dalam sebuah
perkawinan bagi masyarakat Bugis di Desa sialang Panjang yang
beragama Islam khususnya dan bagi semua pihak yang mempunyai

kepentingan dengan doi mendre’.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan tema penelitian di atas tentunya sangat diperlukan
tinjauan pustaka dalam rangka untuk mencari wawasan terhadap masalah yang
dibahas dalam penyusunan skripsi ini. Sejauh ini pembahasan mengenai judul
penelitian ini telah banyak dibahas dan dikemas baik dalam bentuk karya ilmiah,
jurnal, maupun buku-buku, diantaranya:

Buku yang berjudul Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan,
disusun oleh tim dari penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah propinsi
Sulawesi Selatan. Buku ini menjelaskan tentang latar belakang sejarah serta tata
cara perkawinan adat dari mulai pelamaran sampai pada tahap penentuan tempat
tinggal seorang yang sudah menikah. Buku ini sifatnya deskriptif yaitu
menjelaskan secara umum tentang perkawinan adat Bugis yang berkaitan dengan

masalah Balanca (uang pesta perkawinan adat) diserahkan kepada pihak



perempuan sebelum masuk pada tahap acara perkawinan dan harus tunai.’

Nurfiah Anwar dalam skripsi yang berjudul “Praktik Mahar dalam
Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum
Islam” (Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006). Menjelaskan
bahwa fenomena pelaksanaan mahar dalam adat perkawinan Bugis Bone
hukumnya mubah dilaksanakan sepanjang telah disepakati oleh kedua belah pihak
mengenai kadar dan jumlah mahar. Karena pada dasarnya mahar mengandung
kesederhanaan.™

Idrus Salam dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Doi’ Menre’ dalam Perkawinan Adat Bugis Di Jambi Studi Kasus Di Desa
Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi” (Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), menjelaskan bahwa Doi
mendre’ termasuk dalam struktur dari norma adat yang disebut (ade’
assiamaturaseng) yang telah mengakar jauh sebelum Islam datang. Doi mendre’
adalah syarat bagi berlangsungnya akad nikah. Selanjutnya melihat definisi Doi
mendre’ dalam perkawinan adat Bugis adalah uang pesta dalam perkawinan dan
jumlahnya tidak mengikat. Persoalan Doi mendre’ dalam hukum Islam masuk

dalam hal yang tahsiniyyah walaupun menurut adat Doi mendre’ masuk dalam

kategori syarat dalam perkawinan adat. Jadi adat dalam hal ini berada di bawah

° Duik Balanca adalah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki pada acara Mappettu
Ada (terjadinya kesepakatan antara pihak laiki-laki dan pihak perempuan) untuk dipakai dalam
acara pesta yang akan dilangsungkan. Lihat A. Ramli Meme dkk, Adat dan Upacara Perkawinan
Sulawesi Selatan (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), him. 50.

1% Nurfiah Anwar, “Praktik Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam
Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam”, skripsi, tidak diterbitkan pada Fakultas Syari’ah UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.



hukum syar’i dan sebuah syarat yang dapat membatalkan yang halal dalam syar’i
tidak diterima."!

Dengan demikian meskipun ada beberapa karya ilmiah yang membahas
kaitannya dengan tema yang penyusun angkat, namun belum ada karya ilmiah
yang secara spesifik membahas tentang “Doi mendre’ dalam Perkawinan Suku
Bugis Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam (di Desa Sialang
Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi
Riau)”.

E. Kerangka Teori

Hukum Islam bersifat universal sehingga ia mengatur segala aspek
kehidupan manusia. Namun bagaimanapun ia tidak bisa terlepas dari pengaruh
budaya atau adat dari suatu daerah tertentu dimana hukum Islam itu berkembang.
Oleh karenanya Islam perlu mengembangkan pemahaman yang melihat kepada
alternatif-alternatif (solusi) yang diyakini merupakan tujuan dari hukum Islam
dalam merealisasikan hidup manusia di dunia dan di akhirat.*?

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan
sosial. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan tata
nilai yang ada pada mereka, semakin maju cara berfikir suatu masyarakat akan
semakin terbuka pula peluang untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan. Bagi

umat beragama, khususnya umat Islam kenyatan ini dapat menimbulkan suatu

Y |drus Salam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi’ Menre’ dalam Pernikahan Adat
Bugis Di Jambi Studi Kasus Di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak, Kab. Tanjung Jabung
Timur, Jambi”, Skripsi, diterbitkan pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

12 |skandar Usman, Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1994), him. 117.



problem terutama apabila suatu kegiatan dihubungkan dengan norma-norma
agama. Akibatnya, diperlukan pemecahan atas masalah tersebut.*?

Dalam hukum Islam para ulama dan fugaha dalam mencari hukum selalu
berpegang teguh pada sumber hukum Islam dan magasid Asy-Syari’ah dimana
salah satu sumber hukum yang dapat digunakan adalah ‘urfyang secara etimologi
berarti mengetahui atau mengenal sesuatu serta yang baik. Dalam istilah ulama
ushul figh ‘urf diartikan secara umum sebagai kebiasaan mayoritas ummat dalam
perkataan maupun perbuatan.*

Para ulama fikih membagi ‘urfmenjadi dua:

1. Dari segi cakupannya:

1) Al- ‘Urfal- ‘Am (kebiasaan yang bersifat umum)

Merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh
masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, setiap penumpang pesawat
diberlakukan dua puluh kilogram untuk barang bawaan yang akan
dibawa.

2) Al- ‘Urfal-Khas (kebiasaan yang bersifat khusus)

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku di daerah dan masyarakat
tertentu. Misalnya, kebiasaan mengenai cara penentuan masa garansi
terhadap barang tertentu.

2. Dari segi keabsahannya:

13 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, cet. Ke-1 (Jakarta: Logos Wacana IImu,
1998), him. 85.

1 Ahmad Aziz Dahlan dan Satria Effendi, (ed), Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 1V,
(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), him. 1877.
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1) Al- ‘Urfas- Sahih

Adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak
bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan
tidak pula membawa kemudaratan. Misalnya, dalam masa pertunangan
pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan
hadiah ini tidak dianggap sebagai maskawin.
2) Al- “Urfal-Fasid

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’
dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya,
menghalalkan riba dalam akad pinjam-meminjam diantara kalangan
pedagang.

Pelaksanaan adat pemberian atau pembayaran doi mendre’ merupakan adat
yang dijalankan oleh masyarakat, yang pada bagian-bagian dari setiap
pelaksanaan adat tersebut mengandung ‘urf baik atau ‘urf'yang sahih maupun ‘urf’
yang fasid, kemudian untuk melihat secara keseluruhan mengenai pelaksanaan
kedua adat tersebut menurut pandangan hukum Islam diperlukan adanya dalil
serta ijtihad ulama.™

Adat adalah apa yang telah dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat baik
berupa perkataan, perbuatan ataupun tidak melaksanakan (meninggalkan) suatu
perbuatan. Keberadaan adat ini diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam
selama tidak menyalahi ketentuan nash dan kebiasaan yang hidup dalam

masyarakat.

5 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul al-Figh, (Kuwait: Dar-al-Qalam, 1978), him. 91.
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Permasalahan yang ada dalam adat perkawinan suku Bugis khususnya di
Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir,
Propinsi Riau terutama yang berkaitan dengan Doi mendre’ (uang hantaran)
Sompa (mahar) dan Passio (cincin tunangan) yang harus dipenuhi oleh pihak laki-
laki kepada pihak perempuan.®

Doi mendre’ adalah sebuah kebiasaan atau adat bagi masyarakat Bugis yang
jumlahnya tidak mengikat tetapi sesuai dengan kesepakatan bersama yang mesti
dilaksanakan bagi calon suami jika hendak menikahi calon mempelai perempuan
sebab itu adalah sebuah ketentuan yang telah ada dari zaman dahulu kala.'’

Sedangkan Sompa (mahar) adalah suatu hal yang tidak ada kaitannya dengan
Doi mendre’ karena Sompa adalah sebuah kewajiban bagi seorang suami untuk
menyerahkan harta sebagai syarat sahnya akad tersebut sesuai dengan yang sudah
dijelaskan dalam hukum Islam, kesamaannya hanya terletak pada kesepakatan
perundingan ketentuan Sompa dan Doi mendre’ adalah sama.*®

Syariat atau hukum islam, telah menjadi sistem yang komprehensif meliputi
seluruh bidang pengalaman manusia. Hal ini tidak hanya sebuah sistem hukum,
melainkan suatu sistem komposit hukum dan moralitas. Artinya, hukum islam
bercita-cita untuk mengatur semua aspek kegiatan manusia, tidak hanya orang-

orang yang mungkin memerlukan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, semua

18 1drus Salam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi’ Menre’ dalam Pernikahan Adat
Bugis Di Jambi Studi Kasus Di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak, Kab. Tanjung Jabung
Timur, Jambi”, Skripsi, diterbitkan pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
him. 11.

Y 1bid.

18 bid.
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tindakan dan hubungan dievaluasi sesuai dengan skala lima standar moral.

Menurut syariat, suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai wajib,
dianjurkan, dibolehkan (mubah), tercela (makruh), atau dilarang (haram).

Adat perkawinan yang terjadi dalam suku Bugis (doi mendre’) merupakan
suatu adat-istiadat berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang
dan turun-temurun. Hal inilah yang menurut penyusun perlu dilakukan kajian
ulang terhadap tinjauan hukum Islam dan hukum adat terhadap doi mendre’

tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik atau cara pengumpulan data atau bukti yang
dalam hal ini perencanaan tindakan yang dilaksanakan serta langkah-langkah apa
yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian.*®

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan

(field research) yaitu dengan data dan informasi pada objek yang diteliti di

lapangan (Desa Sialang Panjang, Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri

Hilir, Prop. Riau). Data diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat

yang terlibat langsung dalam upacara perkawinan adat Bugis sebagai sumber

primer, sedangkan data sekundernya bersumber dari buku-buku, karya
ilmiah maupun internet yang sesuai dengan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

19 E. Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi, (Jakarta:
Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 1998), him. 78.
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Penelitian ini bersifat Deskriptif-Analisis yaitu bentuk penelitian yang
ditujukan untuk mendeskripsikan mengenai perbandingan hukum Islam dan
hukum adat terhadap Doi mendre’ dalam perkawinan suku Bugis,
selanjutnya data yang ada diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin
yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.?

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam menyusun penelitian
adalah pendekatan normatif.?® Pendekatan normatif adalah pendekatan
masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak,
benar atau sesuai dengan norma yang berlaku terutama kapasitasnya sebagai
warga muslim. Norma yang dimaksud adalah norma hukum Islam.

4.  Subjek penelitian

Subjek yang dituju dalam penelitian ini adalah pihak yang
diwawancarai dalam penyusunan penelitian yaitu masyarakat suku Bugis
yang bersentuan langsung dengan praktek Doi mendre’ dalam perkawinan
adat Bugis seperti tokoh-tokoh adat serta masyarakat yang telah menjalani
adat tersebut.

5.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, merupakan langkah

yang sangat penting dalam metode ilmiah, guna mendapatkan data secara

valid dan akurat, penyusun menggunakan teknik interview yaitu dengan

2 Sudarto, Metode Penelitian filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), him. 47.

2! Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa,
2012), him. 189.
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berinteraksi atau bertanya langsung dengan informan yang telah ditentukan
gunanya adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penyusun
dengan informan dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide
(panduan wawancara)?® yang kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan di lapangan in depth interview (wawancara mendalam) atau tanpa
menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana penyusun dan informan
terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Karena penelitian ini
sifatnya lapangan, maka penyusun menggunakan metode wawancara
langsung untuk mendapatkan informasi.?®

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi struktur,
yaitu wawancara yang dilakukan hanya menggunakan pedoman wawancara
berupa garis-garis besar yang akan ditanyakan. Jenis wawancara ini dipilih
agar wawancara yang dilakukan tidak terkesan kaku ketika bersama
partisipan serta penyusun bisa lebih mudah untuk mengembangkan
pertanyaan-pertanyaan dari jawaban yang diberikan.

Dalam hal ini wawancara akan dilakukan terhadap masyarakat suku
bugis yang bersentuhan langsung dengan praktek Doi mendre’ dalam
perkawinan adat Bugis seperti tokoh-tokoh adat dan masyarakat yang telah
mengalami atau melaksanakan adat tersebut di Desa Sialang Panjang,

Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

?2 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), him. 234.

2 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES,
1989), him. 192.
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6. Pengelolaan dan Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut penyusun menggunakan cara berfikir
deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian diolah guna
mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, dan juga satu cara yang
dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu
sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret tentang persoalan
yang diteliti dan dibahas.?* Dalam hal ini penyusun berusaha memaparkan
bagaimana hukum Islam dan hukum adat menilai praktek Doi mendre’ serta

pengaruhnya terhadap masyarakat suku Bugis

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, penyususn membagi
menjadi lima bab, yang merupakan tiga bagian besar yaitu satu bab pendahuluan,
tiga bab pembahasan, dan satu bab penutup.

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini sangat penting karena
merupakan gambaran awal dari mulainya penelitian dan rencana yang dilakukan
dalam proses penelitian yang nantinya akan dilanjutkan penjabarannya kedalam
langkah selanjutnya.

Bab kedua adalah berisi tentang kerangka teori yaitu ‘wurf dan dampak
hukum dalam kajian hukum islam, meliputi: pengertian ‘urf, syarat-syarat ‘urf dan

dampak hukum. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penyusun dalam

24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1993), him. 126.
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menganalisa dan menentukan suatu kedudukan hukum.

Bab ketiga adalah berisi gambaran secara umum tentang perkawinan dalam
islam dan perkawinan adat bugis yang meliputi: pengertian perkawinan dalam
islam, syarat dan rukun perkawinan, tahapan-tahapan perkawinan dalam
perkawinan adat Bugis, dan faktor yang menjadikan Doi mendre’ tergolong mahal
serta implikasinya terhadap kerukunan berumah tangga.

Bab keempat adalah berisi analisis terhadap praktek Doi mendre’ dalam
perkawinan adat Bugis, juga meliputi pembahasan tentang pandangan hukum
Islam dan hukum adat terhadap praktek Doi mendre’ dalam perkawinan adat
Bugis di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten
Indragiri Hilir, Propinsi Riau serta pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya
praktek adat tersebut.

Bab kelima adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian
serta saran-saran. Pada bab ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya

dalam membentuk hipotesa maupun menambah data-data ilmiah yang diperlukan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab

sekaligus menjawab kedua rumusan masalah penelitian dalam pendahuluan, maka

terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1.

Praktik doi mendre’luang hantaran yang ada di Desa Sialang Panjang,
Kec. Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Riau merupakan suatu
kebiasaan masyarakat yang telah mengakar dan turun-temurun sejak
dahulu kala. Praktik doi mendre’ tersebut merupakan syarat bagi
keberlangsungan akad nikah. Masyarakat adat Bugis mendefinisikan doi
mendre’ sebagai uang pesta dalam perkawinan dan jumlahnya tidak
mengikat, dalam artian jumlah atau kadarnya ditentukan melalui
kesepakatan dua belah pihak. Adapun hukum praktik doi mendre’luang
hantaran menurut hukum adat bugis adalah wajib karena suatu pernikahan
tidak akan terjadi tanpa adanya Doi Mendre’, sedangkan menurut hukum
Islam adalah mubah (boleh) karena kedudukannya adalah sebagai hibah
atau pemberian dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan dengan
penuh kerelaan hati, karena pada dasarnya semua itu mubah selama tidak
ada dalil yang menjelaskan keharamannya, maka seseorang diberikan

kebebasan untuk melakukan ataupun meninggalkannya.
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2.  Praktik doi mendre’ dalam adat perkawinan masyarakat Bugis di Desa
Sialang Panjang memiliki dampak positif dan sekaligus juga berdampak
negatif. Dampak positif dari Doi Mendre’ adalah: (1) Menjadikannya
faktor kelanggengan perkawinan. (2) Menjadi bahan pertimbangan saat
ingin melakukan perceraian. (3) Mengangkat derajat sosial seorang
perempuan. Sementara dampak negatifnya adalah: (1) Terjadinya
penundaan akad perkawinan karena tidak ditemukannya kesepakatan
terhadap jumlah doi mendre’. (2) Kerap kali terjadinya pembatalan
perkawinan dikarenakan ketidakmampuan pihak laki-laki memenuhi
permintaan mempelai perempuan. (3) Faktor pemicu terjadinya nikah siri.
(4) Kawin lari dan hamil di luar nikah juga menjadi salah satu dampak
negatif yang ditimbulkan dengan adanya adat tersebut. Hal tersebut
menjadi salah satu alasan di dalam masyarakat adat Bugis untuk
membahas doi mendre’ dengan penuh kesakralan sehingga dampak
negatif yang akan ditimbulkan dapat segera diatasi demi menjaga nama

baik keluarga.

B. Saran-saran

Penyusun menaruh harapan kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi
masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana praktik doi mendre’ pada masyarakat
suku Bugis khususnya di Desa Sialang Panjang, Kec. Tembilaha Hulu, Kab. Indragiri

Hilir, Riau bahwa kehidupan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan agama.
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Hal yang penting untuk diperhatikan adalah praktik doi mendre’ (uang
hantaran) keberadaannya jauh lebih penting daripada mahar, sehinga perlu dibahas
lebih lanjut baik melalui forum-forum kajian terbuka maupun melalui tulisan-tulisan
dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengerti dan memahami makna,

maksud dan tujuan doi mendre’ tersebut.
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